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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap 

permasalahan yang telah dipaparkan di atas. 

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

PKDRT tidak berjalan efektif karena dalam penerapannya masih 

banyak kasus yang tidak diselesaikan lewat jalur hukum dan 

terhenti pada pihak kepolisian saja sehingga menghambat kinerja 

Undang-Undang PKDRT tersebut namun Undang-Undang PKDRT 

telah memberikan perlindungan bagi hak perempuan dari tindak 

pidana KDRT khususnya kekerasan fisik oleh suami. Perempuan 

sudah berani mengadukan tindak pidana KDRT yang menimpa 

dirinya. Selain itu adanya kerja sama dari berbagai lembaga 

swadaya masyarakat bisa mendukung implementasi undang-

undang KDRT agar bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana 

KDRT dan adanya undang-undang khusus tersebut membuat para 

suami akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana 

KDRT oleh karena sanksi pidananya yang cukup berat. 

Implementasi Undang-Undang PKDRT berjalan tidak efektif oleh 

karena ada banyak kasus yang di SP3 (surat perintah penghentian 

penyidikan) dan dari pihak korban sendiri menarik kembali 
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pengaduannya karena merasa sangat bergantung pada nafkah 

suami. 

2. Kendala yang dihadapi dalam penghapusan KDRT itu sebagai 

berikut: adanya budaya patriarkhi yang lebih dominan pada 

masyarakat kita, faktor pendidikan yang rendah, tuntutan ekonomi 

dalam keluarga, pernikahan usia dini, ketergantungan istri pada 

suami sebagai pencari nafkah, lambatnya laporan dari korban atau 

masyarakat yang mengetahui kasus tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga, cara berpikir sabagian mayarakat yang menganggap 

masalah KDRT adalah privasi rumah tangga, adanya 

perselingkuhan dari pihak suami dan banyak dari korban KDRT 

yang menarik kembali pengaduannya karena merasa kasihan pada 

suaminya.  Namun kendala-kendala di atas bisa teratasi dengan 

adanya pencegahan dan pemberdayaan lewat sosialisasi dan 

komunikasi yang baik pada kaum perempuan lembaga BPPM 

dengan Departemen sosial dan Departemen Tenaga Kerja guna 

memberdayakan korban sendiri. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Saran yang pertama bagi pemerintah dan aparat penegak hukum 

Diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat 

mengimplementasikan Undang-Undang PKDRT dengan lebih 
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maksimal khususnya dalam tindak pidana KDRT agar dapat menjamin 

hak-hak perempuan/istri sehingga tidak mendapat tindak kekerasan 

dan tindak pidana lainnya dan memperoleh kesetaraan kedudukan 

dalam kehidupan masyarakat. 

2. Bagi pihak-pihak yang terkait 

Diharapkan agar pihak-pihak yang terkait dalam pengimplementasian 

Undang-Undang PKDRT ini dapat berperan aktif dan bekerja dengan 

maksimal agar dapat meminimalisir tindak pidana KDRT dan korban 

KDRT memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan apapun. 
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